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KATA PENGANTAR 
 

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas 

rahmat dan karunia-Nya sehingga buku berjudul Pendidikan Budaya Anti 

Korupsi ini dapat diselesaikan. Buku ini disusun dengan tujuan untuk 

memberikan wawasan, inspirasi, dan pemahaman kepada para pembaca, 

khususnya generasi muda, mengenai pentingnya membangun budaya anti 

korupsi sebagai bagian dari integritas bangsa. 

Korupsi adalah masalah yang merongrong setiap aspek kehidupan dan 

berpotensi menghambat pembangunan bangsa. Pendidikan budaya anti 

korupsi menjadi salah satu strategi penting dalam memupuk sikap dan 

perilaku yang jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas. Kami berharap 

buku ini dapat menjadi referensi bagi para pendidik, peserta didik, serta 

masyarakat umum untuk memahami konsep anti korupsi dan mampu 

mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. 

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah memberikan 

dukungan dan kontribusi dalam penyusunan buku ini. Semoga buku ini dapat 

memberikan manfaat nyata dan mampu memperkuat komitmen bangsa dalam 

membangun budaya anti korupsi yang berkelanjutan. Akhir kata, kami 

menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan buku ini. 

Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan demi 

perbaikan di masa yang akan datang. 

                 

Penulis 
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BAB 1  

KORUPSI 
 

 

A. PENGERTIAN KORUPSI 

Secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu kata corruptio 

atau corruptus yang menggambarkan tindakan merusak atau menghancurkan. 

Kemudian dalam bahasa Inggris dan Prancis diserap menjadi kata corruption, 

dan dalam bahasa belanda adalah korruptie. Sehingga dalam bahasa Indonesia 

terbentuk lah kata korupsi. 

Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio (Fockema Andrea, 1951) 

atau corruptus (Webster Student Dictionary, 1960). Dari bahasa Latin 

tersebut, kemudian dikenal istilah corruption, corrupt (Inggris), corruption 

(Perancis), dan “corruptic/korruptie” (Belanda). Indonesia kemudian 

memungut kata ini menjadi korupsi. Arti kata korupsi secara harfiah adalah 

“sesuatu yang busuk, jahat, dan merusakkan (Dikti, 2011).  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat, korupsi 

didefinisikan lebih spesifik lagi yaitu penyelewengan atau penyalahgunaan 

uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dsb.) untuk keuntungan 

pribadi atau orang lain. Korupsi diturunkan dari kata korup yang bermakna 

1) buruk; rusak; busuk; 2) suka memakai barang (uang) yang 

dipercayakan kepadanya; dapat disogok (memakai kekuasaannya untuk 

kepentingan pribadi). Selain itu, ada kata koruptif yang bermakna bersifat 

korupsi dan pelakunya disebut koruptor. 

Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli dikutip dari buku Arti Korupsi 

dan Ciri-Ciri Korupsi karangan R. Toto Sugiarto terdapat beberapa pengertian 

korupsi menurut ahli, di antaranya: 

1. Jeremy Pope 

Sebagai aktivis dari New Zeland, Jeremy Pope, mengartikan korupsi 

sebagai perilaku yang dilakukan oleh pejabat, yang secara tidak wajar 



2 | Pendidikan Budaya Anti Korupsi  

dan tidak sah membuat diri mereka serta olah lain mendapatkan 

keuntungan dengan menyalahgunakan wewenangnya 

2. Guy Benveniste 

Pengertian korupsi menurut Guy Benveniste terbagi dalam 3 jenis, yaitu 

illegal corruption (berupa tindakan mengacaukan peraturan atau regulasi 

hukum tertentu), mercenary corruption (sejenis korupsi yang digunakan 

untuk memperoleh keuntungan pribadi), dan ideological corruption 

(korupsi yang dilakukan karena kepentingan kelompok akibat dari 

komitmen ideologis seseorang).  

3. Graham Brook 

Pengertian korupsi menurut Brooks adalah tindakan yang sengaja 

dilakukan atas dasar kesalahan atau kelalaian melakukan tugas yang 

diketahuinya sebagai suatu kewajiban. Sehingga tindakan ini merujuk 

pada sesuatu yang tidak menguntungkan dan cenderung bersifat pribadi. 

4. Haryatmoko  

Menurut pengajar filsafat di Universitas Sanata Dharma (USD), 

Haryatmoko, definisi korupsi adalah upaya campur tangan menggunakan 

kemampuan yang didapat dari posisi penyalahgunaan informasi, 

keputusan, pengaruh, uang dan/atau kekayaan demi kepentingan dan 

keuntungan dari pihaknya sendiri. 

5. Robert Klitgaard 

Menurut Robert Klitgaard, pengertian korupsi dilihat dari perspektif 

administrasi negara. Korupsi adalah suatu tingkah laku yang 

menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatan di suatu negara. Tindakan 

tersebut termasuk hal yang memperoleh keuntungan, status, dan uang 

untuk diri pribadidan melanggar aturan pelaksanaan yanga ada. 

6. Gunnar Myrdal 

Pengertian korupsi menurut Gunnar Myrdal adalah suatu masalah dalam 

pemerintahan karena kebiasaan melakukan penyuapan dan tindak 

ketidakjujuran sehingga memerlukan tindakan-tindakan penghukuman 

terhadap si pelanggar. 

7. Mubyarto 

Menurut Mubyarto, korupsi adalah masalah politik ekonomi yang 

menyentuk keabsahan (legitimasi) pemerintah di mata generasi muda, 

kaum elit terdidik, dan pegawai pemerintahan. 
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8. Syeh Hussein Alatas 

Sosiolog Malaysia, Syeh Hussein Alatas mengartikan korupsi adalah 

subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang 

mencakup pelanggaran norma, tugas, serta kesejahteraan umum melalui 

metode pencurian dan penipuan. Titik penting yang diletakkan dalam 

definisi tersebut mencakup dua jenis korupsi yaitu nepotisme dan korupsi 

otogenik. 

9. Hafidhuddin 

Pengertian korupsi menurut Hafidhuddin digambarkan dalam perspektif 

ajaran Islam, bahwa korupsi merupakan perbuatan fasad atau merusak 

tatanan kehidupan sehingga pelakunya dikategorikan melakukan jinayah 

kubro (dosa besar). Korupsi ini bertentangan dengan prinsip-prinsip 

keadilan (al-adalah), akuntabilitas (al-amanah), dan tanggung jawab. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah tindakan 

menguntungkan diri sendiri dan orang lain yang bersifat busuk, jahat, dan 

merusakkan karena merugikan negara dan masyarakat luas. Pelaku 

korupsi dianggap telah melakukan penyelewengan dalam hal keuangan 

atau kekuasaan, pengkhianatan amanat terkait pada tanggung jawab dan 

wewenang yang diberikan kepadanya, serta pelanggaran hukum. 

 

B. CIRI DAN PENYEBAB KORUPSI 

Penyebab korupsi disampaikan Donald R Cressey dalam teori Fraud 

Tiangle. Teori Segitiga Kecurangan ini melihat potensi kecurangan yang bisa 

terjadi kapan saja dan di mana saja, termasuk lingkungan sekitar. Menurut 

Cressey, ada tiga faktor yang membuat seseorang melakukan korupsi, yaitu: 

1. Pressure (tekanan) 

Memiliki motivasi untuk melakukan tindakan korupsi karena adanya 

tekanan, salah satunya karena motif ekonomi. Namun, tekanan ini kadang 

tidak benar-benar ada, hanya pelaku saja yang berpikir kalau mereka 

merasa tertekan dan tergoda pada bayangan insentif. 

2. Opportunity (kesempatan) 

Adanya kesempatan membuat seseorang tergiur untuk korupsi. Ini terjadi 

akibat dari lemahnya sistem pengawasan yang pada akhirnya 

menjerumuskan pelaku melakukan korupsi. 

 

https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya
https://aclc.kpk.go.id/aksi-informasi/Eksplorasi/20220407-kenapa-masih-banyak-yang-korupsi-ini-penyebabnya
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3. Rationalization (rasionalisasi) 

Para pelaku selalu memiliki rasionalisasi atau pembenaran untuk 

melakukan korupsi. Rasionalisasi ini ternyata dapat menipiskan rasa 

bersalah yang dimiliki pelaku dan merasa dirinya tidak mendapatkan 

keadilan. Sebagai contoh "saya korupsi karena tidak digaji dengan 

layak". Sebagaimana yang diutarakan Cressey, korupsi terjadi kalau ada 

kesempatan melakukannya. Tak heran, jika banyak yang melakukan 

tindakan culas tersebut. 

Untuk pemahaman lebih lanjut, adapun ciri-ciri korupsi agar dapat 

mengidentifikasi hal apa saja yang termasuk tindakan korup. Syed Hussein 

Alatas, seorang sosiolog asal Malaysia, mengemukakan ciri-ciri korupsi 

sebagai berikut. 

1. Suatu pengkhianatan terhadap kepercayaan. Seseorang yang diberikan 

amanah seperti seorang pemimpin yang menyalahgunakan 

wewenangnya untuk kepentingan pribadi, golongan, atau kelompoknya. 

2. Penipuan terhadap badan pemerintah, lembaga swasta, atau masyarakat 

umumnya. Usaha untuk memperoleh keuntungan dengan 

mengatasnamakan suatu lembaga tertentu seperti penipuan memperoleh 

hadiah undian dari suatu perusahaan, padahal perusahaan yang 

sesungguhnya tidak menyelenggarakan undian. 

3. Dengan sengaja melalaikan kepentingan umum untuk kepentingan 

khusus. Contohnya, mengalihkan anggaran keuangan yang semestinya 

untuk kegiatan sosial ternyata digunakan untuk kegiatan kampanye partai 

politik. 

4. Dilakukan dengan rahasia, kecuali dalam keadaan di mana orang-orang 

yang berkuasa atau bawahannya menganggapnya tidak perlu. Korupsi 

biasanya dilakukan secara tersembunyi untuk menghilangkan jejak 

penyimpangan yang dilakukannya. 

5. Melibatkan lebih dari satu orang atau pihak. Beberapa jenis korupsi 

melibatkan adanya pemberi dan penerima. 

6. Adanya kewajiban dan keuntungan bersama, dalam bentuk uan atau yang 

lain. Pemberi dan penerima suap pada dasarnya bertujuan mengambil 

keuntungan bersama. 

7. Terpusatnya kegiatan korupsi pada mereka yang menghendaki keputusan 

yang pasti dan mereka yang dapat memengaruhinya. Pemberian suap 



Pendidikan Budaya Anti Korupsi | 5  

pada kasus yang melibatkan petinggi Makamah Konstitusi bertujuan 

memengaruhi keputusannya. 

8. Adanya usaha untuk menutupi perbuatan korup dalam bentuk 

pengesahan hukum. Adanya upaya melemahkan lembaga pemberantasan 

korupsi melalui produk hukum yang dihasilkan suatu negara atas inisiatif 

oknum-oknum tertentu di pemerintahan. 

 

C. JENIS-JENIS KORUPSI 

Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 dan perubahannya merumuskan 

30 bentuk korupsi yang kemudian disederhanakan lagi menjadi 7 kelompok 

tindak korupsi. Ketujuh tindak korupsi ini berhubungan dengan suap-

menyuap, kerugian keuangan negara, pemerasan, perbuatan curang, 

penggelapan dalam jabatan, gratifikasi, dan benturan kepentingan dalam 

pengadaan. 

1. Kerugian Keuangan Negara 

Pelakunya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang 

lain, atau korporasi secara melawan hukum dengan tujuan 

menguntungkan diri sendiri dan juga menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan, atau sarana yang ada. 

Contohnya seperti pegawai pemerintahan yang memanipulasi 

anggaran demi mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Tindakan 

seperti ini dapat merugikan keuangan negara karena anggaran program 

jauh lebih tinggi kenyataan yang sebenarnya. 

2. Suap menyuap 

Suap menyuap adalah menjanjikan atau memberi sesuatu kepada 

ASN, hakim, advokat, penyelenggara negara agar si penerima mau 

berbuat sesuatu atau tidak melakukan apapun dalam jabatannya. 

Tindak korupsi yang satu ini bisa terjadi antar pegawai atau antara 

pihak luar dengan pegawai. Contoh suap antar pegawai misalnya seperti 

memberikan barang demi kenaikan pangkat atau jabatan. Sedangkan 

suap pihak luar dengan pegawai misalnya perusahaan swasta 

memberikan sejumlah uang kepada pegawai pemerintah agar dipilih 

menjadi tender. 
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